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Concern KPK

Pencegahan korupsi bukan hanya 
penindakan
Selain memberantas tindak pidana dan menyelamatkan 
keuangan negara, pencegahan korupsi menjaga 
fundamental layanan publik agar berjalan aman dan 
berintegritas.

Keselamatan sebagai kepentingan negara
Data penumpang yang akurat melindungi jiwa 
masyarakat, memastikan evakuasi dan santunan saat 
insiden, bukan sekadar syarat administratif.

Tata kelola adalah perlindungan

Sistem yang transparan dan akuntabel menutup celah 
manipulasi data sekaligus menegakkan keselamatan 
sebagai hukum tertinggi.

Keselamatan 
Publik adalah 
Hukum Tertinggi



Manifest: Tanggung Jawab Bersama
Kebenaran manifest adalah kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melekat pada seluruh mata 
rantai, bukan satu pihak.

Operator

Menyediakan sistem 
pemesanan & pencatatan 
penumpang yang akurat 
sejak reservasi hingga 
closing manifest.
Dasar: UU 17/2008 (tanggung jawab 
pengangkut atas penumpang) • PM 
25/2016 (daftar 
penumpang/kendaraan).

Regulator

Kemenhub memastikan 
integrasi ke Inaportnet & 
penerbitan SPB berbasis 
data yang valid.
Dasar: UU 17/2008 Pasal 208 (fungsi 
Syahbandar) • PM 28/2022 (manifest 
sebagai dokumen SPB).

Mitra & Kanal

Travel agent, asuransi, dan 
sales channel turut menjaga 
kesesuaian data yang 
mereka input.
Dasar: PM 25/2016 (kewajiban 
pengisian daftar penumpang pada 
kendaraan) • kewajiban menjaga 
akurasi data.

Masyarakat

Mengisi identitas diri secara 
benar sebagai bentuk 
kepatuhan demi 
keselamatan bersama.
Dasar: PM 25/2016 Pasal 8 (pengemudi 
wajib mengisi daftar penumpang & 
data kendaraan).

Perbedaan data manifest dengan penumpang riil merupakan risiko keselamatan sekaligus celah integritas, karena itu akurasi 
manifest adalah kewajiban lintas pihak, dengan peran dan akuntabilitas yang berbeda.
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Kondisi Existing: Hasil Tinjauan KPK
Tinjauan lapangan monitoring perbaikan sistem, Pelabuhan Ketapang, 12 Agustus 2026  •  Walk-through proses ticketing, boarding &
keberangkatan

Akar Masalah Verifikasi Penumpang

NIK belum diverifikasi — di Ferizy (juga Traveloka, tiket.com) NIK 
dapat diinput acak asal 16 karakter. Begitu pula input NIK dalam 
transaksi yang tidak melalui Ferizy.

Penumpang dalam kendaraan tak turun — berbeda dengan 
moda udara & kereta, verifikasi penumpang jauh lebih sulit 
disebabkan system tarif kendaraan dan penumpang yang tidak 
terpusah.
Input agen tiket tidak valid — data penumpang kerap tidak 
benar & pencacahan penumpang hingga di kapal sulit 
dilakukan

Travel & bus belum terdata — kendala verifikasi terbesar ada 
pada penumpang di dalam kendaraan, khususnya kendaraan 
dengan muatan penumpang banyak (travel & bus).
Kewenangan terpecah — pasca peralihan, KSOP menerbitkan 
SPB; pencatatan & pengawasan di BPTD.

Implikasi

Keselamatan: manifes final ≠ penumpang riil → kesulitan SAR & 
identifikasi korban saat insiden, termasuk tanggung jawab asuransi 
dalam hal terjadi pertanggungjawaban asuransi jiwa terhadap 
korban
Integritas & keuangan: celah penjualan tiket di luar sistem, potensi 
selisih PNBP & muatan berlebih. Namun Validasi NIK masih 
menghadapi tantangan terkait pengenaan PNBP untuksetiap 
transaksi yang perlu divalidasi.

Saran KPK: perlu peran bersama memvalidasi manifest, KPK mendorong validasi NIK via Inaportnet Kemenhub, karena pengecekan satu 
per satu di pelabuhan tidak memungkinkan terutama saat peak season.



Menurunkan Ego Sektoral, Menguatkan Sistem

01Kesepakatan lintas pihak

Menurunkan ego sektoral melalui 
komitmen bersama regulator, operator, 
dan mitra atas satu standar data 
manifest yang disepakati.

02Edukasi & pendisiplinan publik

Membudayakan pengisian identitas 
yang benar sebagai tanggung jawab 
bersama seluruh pemangku 
kepentingan.

03Kemudahan pelaporan 
manifest

Perbaikan sistem agar pelaporan 
manifest menjadi mudah, end-to-end, 
dan tidak lagi manual/di luar sistem.

04Validasi & verifikasi identitas

Sistem yang memvalidasi dan 
memverifikasi penumpang sesuai 
identitas riil sebelum keberangkatan.



Komitmen KPK

Mendorong Sistem Validasi dan Verifikasi
Penumpang Sesuai Identitas Riil

Perbaikan sistem

Mendorong integrasi Ferizy–
Inaportnet agar manifest 
tertarik otomatis, real-time, 
dan akurat.

Validasi identitas

Memastikan setiap 
penumpang terverifikasi 
sesuai identitas riil sebelum 
berlayar.

Tata kelola bersama

Mengawal harmonisasi peran 
para pihak dan menurunkan 
ego sektoral secara 
berkelanjutan.

Salus populi suprema lex esto, keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama, dan menjaganya 
adalah wujud nyata pencegahan korupsi.
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